Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah

menjatuhkan penetapan seeai@glektronik perkara Permohonan Dispensasi

Asnafi, S.H., Para
" ohon, yang berkantor di
RW 02 Desa Selorejo
Blitar, dengan domisili

perkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan perkara

permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember
2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor
0365/Pdt.P/2024/PA.BL menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Pemohon dengan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang

bernama;

Nama T XXXXXXXXXX

NIK TOXXXKXXXXXX

Tanggal lahir . Blitar, 23-06-2009, umur 15 tahun

Agama . Islam;

Pekerjaan .

Tempat tinggal wvinsi Jawa Timur;

Nama

NIK

Tanggal lahir
Agama
Pekerjaan
Tempat tingg Provinsi  Jawa
baik menurut
ndangan yang
Pemohon, saat

Selorejo Kabupaten Blitar Nomor : XXXXXXXXXX;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 Tahun
2 Bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan
mereka berdua tidak mau di pisahkan sehinga Pemohon sangat khawatir
akan terjadi perbuatan yang akan di larang hukum islam apabila tidak
segera di nikahkan;

4. Bahwa suami dari pemohon yang bernama XxxxxxxxxX. Sudah
Meninggal dunia pada tahun 2012 sesuai surat keterangan desa olak alen

NOMOor XXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 2 dari 19 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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5. Bahwa Pemohon sudah meminta Rekomendasi dari Kantor Pusat

Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dispensasi Nikah di
UPPA Kab Blitar. Dengan Nomor : XXXXXXXXXX;

6. Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxx dan

Xxxxxxxxxx sudah tidak Mau di Pisahkan keduanya;

berbunyi:
Primer
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon: Xxxxxxxxxx untuk
menikah dengan seorang Anak Laki-laki yang bernama: XXXxXXXXxXXx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;
Subsider Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et
Bono)
Demikian dan terima kasih;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 3 dari 19 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon,

anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, telah hadir di
persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan
terhadap Pemohon tentang resiko banyaknya kegagalan rumah tangga akibat
dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi,
sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan

kekerasan dalam rumah tapgiEeterryais Remohon tetap melanjutkan
: ] tua calon suami anak

ggung jawab terkait

tahun 2 bulan yang lalu bahkan dari hubungan cinta tersebut ia mengaku

telah hamil 20 minggu;
2

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah

tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

3

Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan
orang tuanya telah menerimanya;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak
ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau
dipinang oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

=4

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;
6 m— _
Bahwa pernikahan ia n@loﬁ%@n{qya ah semata-mata demi
kepentingan ia dan #ya; @

; AN

Bahwa ia dan

ertian dan siap

lahir batin unt ;fmawaddah dan

rahmabh;
Bahwa c i @i persidangan

dan memberikan

8

Bahwa benar cinta dengan

anak Pemohon, alu bahkan dari
hubungan cinta t il 20 minggu;

o]

Bahwa atas hubunga sulit untuk dipisahkan
dengan anak Pemohon, ia ' elamar anak Pemohon dan
lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

10

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada
hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka,
sedang calon istrinyanya berstatus perawan;

11

Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

12

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Bahwa ia bekerja sebagai Karyawan Pabrik Roti dengan penghasilan Rp.
2.800.000,00 perbulan;

14

Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi
kepentingan ia dan calon istrinya;

15

telah hadir pula
berikut:
16 Bahwa b
XXXXXXXXXX
15 tahun;'

oleh Pemohon;
20 Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan
keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar’i untuk
menikah;
21 Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan
bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan
pendidikan anak;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat

berupa:

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXX yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 22 Februari 2016
Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi  Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX atas nama

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas Nama

XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 28 September 2015, telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX atas Nama
XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Boro Kabupaten
Blitar tanggal 08 September 2024, telah diberi meterai cukup dan telah

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi
tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor xxxxxxxxxx atas Nama
XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Boro Kabupaten Blitar
tanggal 18 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi
tanda (P.8); e
9. Fotokopi Surat Kg XXXXXXXXX atas Nama

10. Fotgl

Nomor XxXxxX
aslinya yang 3
11. Foto¥obpi

yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Blitar Tanggal 10 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda (P.12);

Bahwa Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di

bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

L. Xxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
Swasta bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, telah
menerangkan:

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik
Ipar Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya
bernama Xxxxxxxxxx dengan laki-laki bernama Xxxxxxxxxx, namun
anak Pemohon belum cukup umur sebab anak Pemohon baru berumur

umur 15 tahun;

- Bahwa hubungags®Bial—Renibhgn tersebut dengan calon

suaminya sudah mencintai dan sering

bertemu bahkang AGan cinta ¥

telah hamil sehinga keduan

dinikahkan

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan

Pabrik Roti dengan penghasilan Rp. 2.800.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon adalah orangnya

bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9
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2. 000¢¢xxxxxX, umur 57 tahun, NIK XXxXxxXxxxxxX, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Malang, telah
menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman

calon suami anak Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya

bernama XXXXXXXXXX nama XXXXXXXXXX, namun

anak Pemohon bel u@mA Gd

Bahwa hubu calon suaminya

sudah san d sering bertemu

bahkan al gu dan yang
menghamj RS 05 S¢ a meRdesak Buntuk segera
dinikahkarl & rbuatan yang

melanggafirformagnorma agb

Bahwa statfisian aminya jejaka;

Bahwa anak ebut diterima oleh
Pemohon; '
Bahwa antara anak : alon suaminya tidak ada

hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar’i untuk menikah

dan pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan

Pabrik Roti dengan penghasilan Rp. 2.800.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon adalah orangnya

bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 10 dari 19 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;
Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon
menyatakan benar dan menerimanya, kemudian Pemohon mengajukan

kesimpulan secara tertulis selanjutnya mohon penetapan;

J4gai penduduk
(1) Peraturan

an kompetensi

jan kekurangan
Kantor Urusan

Agama Kecamatan

2009 dengan demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang
untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh
Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan
keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan
penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 19
November 2024 ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah
memenuhi unsur kekhususan. Dimana secara jelas menunjuk perkara
permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat
materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan

dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah
mencantumkan tanggal serta e TT———

ayat (1) HIR, SE
SEMA Nomor 6 Tj
Undang-Undang

tuan Pasal 32
d nya penerima
kuasa harus p lan kapasitas
sebagai subyek

pemberi kuasa ur

ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon
dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah mempunyai komitmen
untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan
anak sehingga rumusan Pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan
bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX
dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxxxx namun ditolak oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar karena anak

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu Pemohon
mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan
Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah
mendengar keterangan anak Pemohon, calon suamiya dan orangtua calon

sampai dengan# P

tersebut dapat diterima

Menimbang, bah

saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon
serta bukti P.3, dan P.6 telah terbukti bahwa Xxxxxxxxxx adalah anak kandung
dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Pemohon baru
berumur umur 15 tahun sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan
oleh Pemohon telah terpenuhi rumusan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan
sebagaimana rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 13 dari 19 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi
umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah memberikan petunjuk
bagi Hakim bahwa anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa
kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimba
yang telah

Undang Hukum Perda

sah menurut hukum;

tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxxxxxx, usianya saat ini umur 15
tahun, (lahir tanggal 23 Juni 2009);

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan
seorang pria yang bernama Xxxxxxxxxx selama 1 Tahun 2 Bulan dan
hubungan mereka sangat dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut, anak
Pemohon saat ini telah hamil 20 minggu, sehingga mendesak untuk segera
dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang
melanggar norma-norma agama;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar
telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai

mempunyai
Roti dengan

| memberikan

, .: (1) Undang-
atas Undang-

Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak

Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi
ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim
berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai
sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada
larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana

bertujuan untuk
erkembang dan
kemanusiaan,
%3 Tahun 2002

pada anak yang

kAre

berkreasi sesuai denggh

berakibat negatif,

serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, bahkan telah
hamil 20 minggu dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya
permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka
dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut
bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan
fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya
kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan
tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur

pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang
sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas
kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya
berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak
dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan
demikian kearifan lokal dan rasagEtnerreag arakat dimana anak Pemohon

telah hamil 20 minggu soAn@e p.beban moril yaitu malu
dak s fGera dinikahk '

. aidah fighiyah yan‘ﬁia Ok alih oleh Hakim

dengan masyarakat ap

Menimbang

menyatakan; I, :
: L«.@.A}-L’ 5 Qi =113}
=
“Apabila pul dua ah aka hendak R llan berpegang

pada salah satu @

8

“Menolak/meng fafUs didahukukan dari

pada menarik sesuatu masig

Menimbang, bahwa berdaa Karaidan fighiyah di kaitkan dengan fakta
hukum tersebut pula Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat
mendesak sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung
yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019,
permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon telah dipandang
cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan
Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

L

3 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala
peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

1. Meng
2. MemiE r kai-a R rRdna XXXXXXXXXX
untuk meni
3. Merns
perkara ini

W seluruh biaya
rupiah);

Demikian €

bertepatan denga¥
sebagai Hakim Tup
diucapkan dalam sifle . buk: Wdnhierdan ¢ dfkan kepada para
pihak melalui Siste ‘ A i #¢ Senin  tanggal 23
Desember 2024 Masehi % Mdonga #1 Jumadil Akhir 1446
Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan - dihadiri oleh
Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;
Hakim

Ttd.

Dra. Khutobi'in
Panitera Pengganti

Ttd.

Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 18 dari 19 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 19 dari 19 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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